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ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Penegalan Helwm Tevadey Anuk vang Berkonflik dengan
Hukiun dalam Sistem Peradilen Pidases Anal (Studi Kasus di Xota Prabumulih)”.
Dialain suaty kehidupan manusie fidalr wsricpas ded perbuntan pidans. Perbuatan
pidana tidak hanya dilakulean oleh owing dewasa, tetapi dupat dilakukan oleh Anak.
Atk yang diduga meleloulnn tndst piduny discbit Anak yang Berkonflik dengan
Hukuem, Proses penyelesaisn peviers asnl rusih mengalami berbagai kritikan dan
penegakan hukumnya miasth mengilami berbagai kendsla terutama dalam
pencrapan Undang-Undsng Nemor 11 Tefizn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anok. Penelili mengangkat isu hukom mengenai percgakan hukum terhadap anak
yang berkonflik dengan hokerm dalam sisiem peradilan pidana Di Kota Prabumulih.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap anak yang
berkonilik dengan hukum, menganalisis fakior-faktor yang menjadi penghambat
penepakan hukum serta menemukan pencgakan hukumy yang seharusnya dalam
penerapan sistem peradilan pidesa anak di Kots Prabumulib. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian empirig, yarty penelitian hukum lapangan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum teriedap anak yang berkonflik
dengan hukum dalam sistem pesadilan pidans di Kots Prabumulih belom terlaksana
dengan optimal. Faktor-fakior yang menjadi kendala datam penegakan hukum yaitu
fakior perundang-undangan yang beluin semusmya terdepat aturan pelaksana,
fakior aparat pencgak hukum yaitu minimaya kuantitas dan kualitas aparat penegak
hukum anak, fakior sarana dan fasilitas yaitu belum adanya lembaga yang
diamanatksn Unding-Undang, fakior masyarakat Kota Prabumulih yang bersifat
heterogen serta faktor kebudayaan masysrakat Kota' Prsbumulih yang berbeda-
beda. Penegakan hykum yang seharusnya terhadap penerapan sistem peradilan
pidana di Kota Praburoulih dapat dilakukan dengsn miemperbaiki faktor yang
'menjadi kendala dan meningkatkan kerjasama secara integral antara sparat penegak
hukum, pemerintah daersh Kota Prabumulih, matpun masyarakat Kota
Kata Kunci : Pencgakan Hukum, Anak, Berkonflik dengan Hukum, Sistem
Peradilan Pidama.” -~ -~ - " '

. | | | i
Dr/Febrian, SH,M.S, =  Dr. l!nMunlllﬁﬂl. S,H. .M, B
NIP. 196201311989031001 _ Nﬂ'_. 1momzommw1
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ABSTRACT

This thesis is entitled "Law Enforcement Against Children in Conflict with the Law in the
Juvenile Criminal Justice System (A Case Study in Prabumulih City)". In their lives, men
cannot be separated from criminal acts. Criminal acts are not only committed by adults, but
can also be committed by children. A child who is suspected of commntmg a crime is called
a Child in Conflict with the Law. The process of resolving child cases is still experiencing
various criticisms and law enforcement is still experiencing various obstacles, especially in
the application of the Act Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice
System. The author raises legal issues regarding law enforcement against children in conflict
with the law in the criminal justice system in Prabumulih City. The objectives of this study
are as follows: to explain law enforcement against children in conflict with the law, to
analyze the factors that hinder law enforcement and to reveal the proper law enforcement in
the implementation of the juvenile justice system in Prabumulih City. The method of study
used is an empirical study method, namely field legal study. The results of the study show
that law enforcement against children in conflict with the law in the criminal justice system in
Prabumulih City has not been carried out optimally. The factors that become obstacles in law
enforcement among others are as follows: The statutory factors in which not all implementing
regulations exist; The factors of law enforcement;officials, namely the lack of quantity and
quality of child law enforcement officers; The factors of facilities, namely the absence of
institutions mandated by law; The factors of the heterogemty of the people of Prabumulih
City and the multi-cultural factors of the people of Prabumulih City. The proper law
enforcement of the criminal justice system in Prabumullh City can be carried out by
improving the factors that, become obstacles and increasing integral cooperation between law
enforcement officials, the- local govemment of Prabumulih City, and the people of
Prabumulih City. , 3

Keywd rds: Law Enforcement, Children in Conflict w{th/lhe Law, Criminal Justice System.
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A

BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta
menjamin setiap hak warga negara terkait kesamaan kedudukannya dalam hukum
dan pemerintahan.Dalam suatu kehidupan manusia tidak lepas dari perbuatan
pidana, kejahatan atau tindak pidana (strafbaat feit). Untuk itu eksistensi hukum
sangat diperlukan. Hukum menjadi suatu landasan, dasar, moral, dalam mengawal
tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama demi timbulnya
ketertiban bermasyarakatan. Tentu hukum juga berfungsi mencegah, mengurangi,
dan memberantas tindak pidana.*

Suatu negara hukum menurut Mien Rukmini, harus memenuhi beberapa
unsur, yaitu pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan
terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasan dalam negara, dan
adanya pengawasan terhadap badan-badan peradilan.? Peradilan yang adil yaitu
peradilan yang terkandung penghormatan akan hak individu seorang warga negara
sesuai dengan alinea UUD 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya

kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Meskipun seorang warga masyarakat,

1 Bambang Waluyo, 2020, Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif
Dan Transformatif,Jakarta, Sinar Grafika, HIm.1.

2Mien Rukmini, 2003, Perlindungan Ham Melalui APTB dan APKDH Pada Sistem
Peradilan di Indonesia, Alumni, Bandung, HIm.167



baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, hak-hak yang dimiliki
oleh warga negara tidaklah hilan.® Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan
hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran badan
pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum
menjadi kenyataan.*

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu
generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang
berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali
indonesia. ° Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan
Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana
telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden
Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child
(Konvensi tentang Hak-Hak Anak).®Perlu diingat bahwa seseorang yang masih
dalam status seorang tersangka belum dapat disimpulkan warga tersebut bersalah
sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Disinilah pentingnya untuk
memperjuangkan hak-hak tersangka untuk didengar, didampingi penasehat hukum,
diberi hak mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum
dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak, terutama terhadap

Anak yang Berkonflik dengan Hukum.’

3Ibid. HIm 28.

4 Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
HIm.37.

5 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, HIm 1.

5Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

"lbid. HIm 28.



Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang sedang
terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak
tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,
menginggat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang,
sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Beberapa hak-hak
anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian Kkhusus, demi
peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan
dan tetap memperhatikan hak-hak anak yang lainnnya. Proses peradilan pidana
anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk
berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh
berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang
diambil itu mempunyai motivasi tertentu.®

Tujuan proses peradilan pidana pada anak bukanlah pada penghukuman,
tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan
pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.® Dalam
melaksanakan sistem peradilan pidana yang tepat untuk anak, maka penegakan
hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus di terapkan dengan baik
dan menjamin hak-hak anak.'® Suatu tindakan yang menyimpang selama proses
penyidikan bukanlah sebagai suatu kejadian yang jarang ditemukan, bahkan
sebaliknya hal itu merupakan metode yang dianggap wajar oleh pejabat penyidik.

Begitu pun dalam menyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak,

8Muh. Jufri Ahmad, 2011, Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Dalam
Jurnal “DIH, Jurnal llmu Hukum” Vol. 7, No. 13, Untag, Surabaya, HIm. 50.

9Shanty Dellyana,1998, Wanita Dan Anak Dimata Hukum, liberti, Yogyakarta,HIm 6-7.

O1bid.



terutama anak yang berkonflik dengan hukum. Hak-hak anak tersebut perlu
mendapatkan jaminan sehingga sistem peradilan pidana anak dapat dikatakan
berhasil. Namun nyatanya banyak point yang terlewatkan dalam penyelesaian
perkara anak.!

Banyaknya penyelesaian perkara yang ditempuh melalui mekanisme
peradilan, dalam hal ini peradilan pidana anak mengalami berbagai kritik. Beberapa
fakta yang merugikan, seperti peradilan yang memakan waktu yang lama, berbiaya
yang mahal, rumit dan dianggap tidak bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat
menjadi salah satu penyebab peradilan pidana anak mengalami hambatan dalam
penegakan hukumnya. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda
dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak
bersifat khusus karena itu diatur dalam peraturan tersendiri yaitu Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya masih ada
sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga
memunculkan penilaian yang berbeda, seperti salah penilaian bahwa penanganan
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan istimewa
dan ada yang menganggap anak tidak bisa dihukum, sedangkan terkait anak yang

berkonflik dengan hukum dapat saja dihukum, hanya saja proses penanganannya

11 Rangga Sasmita ,SH, 2011, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek
Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Kota Mataram), Dalam Jurnal “Law
reform” Vol. 6 No.1diakes pada https://media.neliti.com/media/publications/109363-1D-penerapan-
atas-praduga-tak-bersalah-dala.pdf tanggal 16 November 2021 puluk 07.15 WIB.


https://media.neliti.com/media/publications/109363-ID-penerapan-atas-praduga-tak-bersalah-dala.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/109363-ID-penerapan-atas-praduga-tak-bersalah-dala.pdf

diatur secara khusus.? Pelaku tindak pidana di Indonesia tidak hanya dilakukan
oleh orang dewasa, namun juga tidak menutup kemungkinan tindak pidana dapat
dilakukan oleh anak. Berikut tabel jumlah perkara pidana anak di Pengadilan
Negeri pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021.

Tabel 1. Jumlah perkara pidana anak di beberapa Pengadilan Negeri pada Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2020-2021.

Nama Pengadilan Negeri Tahun 2020 | Tahun 2021
PN Prabumulih®® 12 3
PN Palembang** 100 70
PN Muara Enim® 39 29
PN Kayu Agung®® 34 29
PN Pagaralam?®’ 15 12
PN Lahat*® 26 11
PN Lubuk Linggau®® 58 38

Sumber : Direktori Pengadilan Negeri di Sumatera Selatan 2021

12 Pengadilan Negeri Palopo, diakses pada https://www.pn-
palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak, tanggal 15
November 2021 pukul 12.10 WIB.

Bpengadilan Negeri Prabumulih, diakses pada https://pn-prabumulih.go.id/ 16 November
2021 pukul 09.40 WIB.

4pengadilan Negeri Palembang, diakses pada http://www.pn-palembang.go.id/ tanggal 16
November 2021 pukul 09.55 WIB

5pengadilan Negeri Muara Enim, diakses pada https://www.pn-muaraenim.go.id/ tanggal
16 November 2021 pukul 10.00 WIB

16 pengadilan Negeri Kayu Agung, diaskes pada http://pn-kayuagung.go.id/new/ tanggal
16 November 2021 pukul 10. 02 WIB

et Pengadilan Negeri Pagaralam, diakses https://sipp.pn-
pagaralam.qgo.id/list_perkara/type/NVZ6YVIVIpEFNWxYUWpXYWxOVytDTORLOW9JVmMFO
VHFKUFV0b29DeUM3Y XhqZUFFRjE2dVc0R052MkUwazE1RUNHR3cwd202cGdzNkFiUUJ2
ViYrUGc9PQ== tanggal 16 Agustus 2021 pukul 10.05 WIB.

8 pengadilan Negeri Pagaralam, diakses pada https://www.pn-lahat.go.id/ tanggal 16
Agustus 2021 pukul 10.10 WIB.

19 Pengadilan  Negeri Lubuk  Linggau, diakses pada  http://sipp.pn-
lubuklinggau.go.id/list_perkara/page/5/aG1yV0h5czg0V2s0YTRhTnh4NUhSNKO5Sm5jcnJ6Szhg
UE9LMVcOVVhKZ2tHeDEzOVhjTHoyOHgOUTIhVFdienlJVOVnSmtzWWREc0t5aURuUQnNDc
Gc9PQ==/key/col/2 tanggal 16 Agustus 2021 pukul 10.15 WIB.



https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak
https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak
https://pn-prabumulih.go.id/
http://www.pn-palembang.go.id/
https://www.pn-muaraenim.go.id/
http://pn-kayuagung.go.id/new/
https://sipp.pn-pagaralam.go.id/list_perkara/type/NVZ6YVlIVlpFNWxYUWpXYWxOVytDT0RLOW9JVmFOVHFkUFV0b29DeUM3YXhqZUFFRjE2dVc0R052MkUwazE1RUNHR3cwd2o2cGdzNkFiUUJ2VjYrUGc9PQ
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Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 4 (empat) daerah yang memiliki
bentuk pemerintahan berupa Pemerintah Kota. Keempat daerah tersebut adalah
Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih.?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan pada tahun 2020
proyeksi jumlah penduduk Kota Palembang berjumlah 1.696.244 jiwa.?*Hal ini
menunjukan bahwa jumlah penduduk di Kota Palembang berjumlah lebih dari 8
(delapan) kali lipat dari jJumlah penduduk di Kota Prabumulih, sedangkan untuk
Kota Lubuk Linggau, peneliti memilih untuk tidak menjadikannya sebagai
pembanding karena untuk Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak hanya
menangani perkara yang terjadi di Kota Lubuk Linggau saja. Sampai dengan saat
ini Pengadilan Lubuk Linggau juga menangani perkara tindak pidana yang terjadi
di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pada tahun 2020, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera
Selatan pada tahun 2020 proyeksi jumlah penduduk Kota Prabumulih berjumlah
191.407 jiwa sedangkan jumlah penduduk Kota Pagaralam berjumlah 140. 373
jiwa.?2 Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa perbandingan penurunan jumlah
kasus di kota Prabumulih lebih tinggi dibandingkan Kota Pagaralam dengan jumlah
penduduk Kota Prabumulih yang lebih banyak dibanding kota Pagaralam. Sehingga

penulis memilih Kota Prabumulih menjadi lokasi penelitian penulis.

20 Badan  Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan, diakses  pada
http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/profil-Provinsi-Sumatera-Selatan.bpkp  Tanggal 16
November 2021 pukul 08.00 WIB

21 Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2021, Proyeksi Jumlah Penduduk
(Jiwa), 2018-2020, diakses pada https://sumsel.bps.go.id/indicator/12/51/1/jumlah-penduduk.html
pada tanggal 15 November 2021, Pukul 10.20 WIB.

21bid.



http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/profil-Provinsi-Sumatera-Selatan.bpkp%20Tanggal%2016%20November%202021%20pukul%2008.00
http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/profil-Provinsi-Sumatera-Selatan.bpkp%20Tanggal%2016%20November%202021%20pukul%2008.00

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, pada tahun 2020 terdapat 12 kasus
yang diselesaikan hingga tahap putusan di Pengadilan Negeri Kota Prabumulih,
yang diantaranya yaitu tindak pidana pencurian, narkotika, penganiayaan serta
penggelapan. Di Kota Prabumulih, upaya penegakan hukum tindak pidana yang
dilakukan anak memiliki banyak kendala seperti belum terbentuknya lembaga-
lembaga sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berpotensi membuat penegakan hukum
tidak berjalan secara optimal. Berikut tabel perkara anak yang berkonflik dengan
Hukum di Kota Prabumulih pada Tahun 2021 :

Tabel 2. Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Prabumulih Tahun

- INSTANSI JUMLAH PERKARA
Polres Kota Prabumulih 6 Perkara®®
Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih 3 Perkara®
Pengadilan Negeri Kota Prabumulih 3 Perkara®

Sumber : Polres Kota Prabumulih, Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih, dan
Direktori Pengadilan Negeri Kota Prabumulih Tahun 2021

Dari data yang telah penulis uraikan di tabel 2 diatas, pada tahun 2021
terdapat 6 perkara anak yang masuk dalam proses penyidikan di Polres Kota
Prabumulih, 3 perkara dalam tahap penuntutan dan 3 perkara sedang menjalani

proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kota Prabumulih. Diantaranya yaitu

Z\Wawancara dengan Bapak Egar, S.H di Polres Kota Prabumulih pada tanggal 18 Oktober
2021

2Wawancara dengan Ibu Hidayatul Fitrianti, S.H di Kejaksaan Negeri Prabumulih pada
tanggal 3 November 2021

Zpengadilan Negeri Prabumulih, Ibid, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021



tindak pidana narkotika, kejahatan terhadap kesusilaan dan pencurian, serta lalu
lintas.

Dalam penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
menitikberatkan pada model perlawanan yaitu melihat pelaku kejahatan bukan
sebagai objek, untuk itu proses bagaimana cara melakukan penangkapan,
penahanan, penuntutan, dan mengadili diikuti dengan prosedur hukum yang benar
bagi pelaku tersangka dan terdakwa. Melalui asas praduga tak bersalah, tersangka
atau terpidana anak yang dinyatakan bersalah dapat melakukan upaya hukum
banding, kasasi, peninjauan kembali melalui peradilan dan mempunyai kekuatan
hukum tetap. Dalam proses ini sangatlah dibutuhkan profesionalisme dari tingkat
penyelidikan dan penyidikan yaitu pihak Kepolisian, tahapan penuntutan yaitu
pihak Kejaksaan dan tahap pemeriksaan di Pengadilan hingga ke tahap eksekusi.
Tahapan awal merupakan bagian terpenting agar pada tahap selanjutnya tidak
terjadi kesalahan prosedur melainkan bersalahnya atau tidak tersangka/terdakwa
anak dibuktikan dengan tahapan pembuktian dipersidangan.?

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba membahas lebih lanjut
mengenai pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang jaminan terhadap hak-
hak anak sehingga tercapainya sistem peradilan yang murni dan dapat dipercaya
dalam tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik
Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kota

Prabumulih)”.

%Diah Ratna Sari Hariyanto, dkk, 2017, Due Process Of Law Dalam KUHAP di Indonesia,
Dalam “Laporan Penelitian”, diakses pada
http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/10242/1/bdab235797398bb7613a0cbh31889994d.pdf, Fakultas
Hukum Universitas Udayana, tanggal 15 Agustus 2021 pukul 21.20 WIB.



B.

PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji
dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anak
yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi
Kasus Di Kota Prabumulih)”. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal
diatas ialah sebagai berikut :
1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan
hukum dalam sistem peradilan pidana anak (Studi Kasus di Kota Prabumulih)?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap
anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak (Studi
Kasus di Kota Prabumulih)?
3. Bagaimana penegakan hukum yang seharusnya terhadap penerapan sistem
peradilan pidana anak di Kota Prabumulih?
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Berdasarkan isi hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat
dirinci, sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak (Studi Kasus di Kota

Prabumulih).
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b. Untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang menjadi kendala
penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam
sistem peradilan pidana anak (Studi Kasus di Kota Prabumulih).

c. Untuk menemukan penegakan hukum yang ideal terhadap penerapan sistem

peradilan pidana anak di Kota Prabumulih.

2. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan
kepentingan praktis yaitu sebagai berikut :

a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi
perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam penegakan hukum
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan
pidana anak.

b. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan
masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam
penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam
sistem peradilan pidana anak. Bagi warga masyarakat dapat mengetahui
pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Sedangkan bagi pemerintah Indonesia dalam hal ini penegak hukum dan
Pembuat Undang-Undang sebagai bahan masukan untuk penegakan hukum
yang lebih baik dan sebagai bahan pertimbangan dalam merevisi atau

membuat aturan hukum baru.
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KERANGKA TEORITIK
Untuk memperoleh penelitian yang maksimal, maka penelitian ini
menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini didasarkan pada teori hak asasi manusia
(theory of human rights). Akar konsep tentang HAM sesungguhnya telah ada
dalam kebudayaan Yunani Kuno. Salah satu pemikiran yang menonjol ialah
pendapat Aristoteles (384-322 SM) tentang hukum kodrat. Menurut Aristoteles,
dalam diri manusia terdapat hukum kodrat yang membuat pribadi manusia
mendapat tempat dalam dirinya sendiri. Berkat kodrat yang dimilikinya itu,
manusia menjadi mampu untuk menentukan dirinya sendiri. Menurut
Aristoteles, hukum alam merupakan produk rasio manusia semata-mata demi
terciptanya keadilan abadi. Keadilan menurut Aristoteles mempunyai dua
makna yaitu adil dalam undang-undang yang bersifat temporer atau berubah-
ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga sifatnya tidak tetap dan
keadilannya pun tidak tetap (keadilan distributif) dan adil menurut alam berlaku
umum, sah, dan abadi sehingga terlepas dari kehendak manusia dan kadang
bertentangan dengan kehendak manusia itu sendiri (keadilan komutatif). Kedua
landasan tersebut merupakan landasan mengembangkan keadilan hukum (legal
justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice) sehingga terwujud keadilan

sosial yang ada didalam masyarakat (sosio legal justice).?’

27 Masyhur Effendi dan Taufani S Evandri, 2014, HAM dalam Dinamika atau Dimensi
Hukum Politik, Ekonomi, dan Sosial, Ghalia Indonesia, Bogor, HIm. 7
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Paham Aristoteles ini kemudian dikembangkan oleh St. Thomas Aquinas
pada abad pertengahan dan menjadi dasar bagi konsep HAM modern.28 Asal
usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari
teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu
bermula dari teori hukum Kkodrati (natural law theory). Dalam
perkembangannya melawan kekuasaan muncul Gerakan pembaharuan
(Renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi
yang menghormati orang perorang. Aliran hukum kodrat yang dipelopori oleh
Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam
kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang apapun statusnya tunduk
pada otoritas Tuhan. Artinya, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi
oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas
individual yang unik; yang terpisah dari negara di mana ia memiliki hak kodrati
yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.

Teori mengenai hak asasi manusia bermula pada akhir abad XIV hingga
awal abad XI1V, John Locke mencetuskan ide tentang hak asasi manusia yang
mana hak asasi manusia ini adalah hak yang di bawa semenjak lahir yang
melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat ataupun
dihilangkan. Hal ini yang menjadi ide dasar munculnya gerakan pembelaan hak

asasi manusia di dunia barat.?®

28 |bid.
2 Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2017, Penyelesaian PelanggaranHAM Berat, Gramata
Publishing, Jakarta, HIm. 3
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Manusia dan Hak Asasi Manusia adalah dua kata yang sulit untuk
dipisahkan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana
pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang
potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan
alamiah® J.J Rousseau yang menyatakan bahwa negara tidak bisa mencabut
hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, melainkan negara harus
melindungi hak-hak tersebut.!

Pengakuan HAM oleh masyarakat dunia ditandai dengan munculnya
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of
Human Rights) oleh Persatuan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948.
Deklarasi Hak Asasi Manusia ini menyatakan, setiap individu dan institusi
dalam masyarakat baik bersifat nasional maupun internasional, menjamin
pengakuan dan pelaksanaan secara umum dan efektif untuk mempertinggi
penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi. Deklarasi HAM
Universal sebagai hak fundamental manusia.®?

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang
Maha Esa semata-mata karena ia manusia. Hak ini melekat pada setiap diri
manusia dan bersifat tidak dapat dicabut (inalienable). Hak ini bukan

merupakan hukum positif atau pemberian masyarakat terhadap satu individu

%03ri Rahayu Wilujeng, 2019, Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan
Yuridis, diakses pada https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/download/5951/5103,
Dalam e-Journal Universitas Diponegoro Vol. 1 No. 2 Him. 29

$Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, Ibid.

32 Mada Apriandi Zuhir, 2019, Presumption of Innocent v. Presumption of Guilt dalam Hak
Asasi Manusia, Dalam Jurnal “Simbur Cahaya” diakses pada
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/539/226, Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya Vol.2 No.2, HIm. 159



https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/download/5951/5103
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/539/226
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atau dapat dibedakan dengan individu yang lain.Oleh karena itu, apapun alasan
perbedaan suku, bahasa, ras, keyakinan, warna kulit, negara, maupun seseorang

melakukan kejahatan paling berat sekalipun, seseorang tidak akan kehilangan
martabatnya dan hak asasi sebagai manusia.®

Pengertian HAM di atas di Indonesia masih sangat umum dan universal,
tetapi Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang di atur secara jelas.

Adapun terkait hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam :

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional
Convenant On Economic, Social, and Cultural Rights (Konvenan
Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Convenant On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik.

d. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention

on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Kategori hak-hak pokok anak menurut Konvensi Hak Anak 1989 yang
diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

diantaranya:

33 Rhona K.M. Smith, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, PUSHAM UlI, HIm
11.
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a. Hak kelangsungan hidup (survival rights), yakni hak untuk menikmati
kelangsungan hidup, termasuk hak memperoleh perlindungan dan
perhatian baik sebelum maupun sesudah kelahiran.

b. Hak tumbuh kembang (development rights), yakni hak secara penuh
untuk mengembangkan potensi diri, termasuk hak untuk bermain, hak
untuk memperoleh pendidikan, ketenangan dan istirahat serta
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan.

C. Hak memperoleh perlindungan ( protection rights), yakni perlindungan
dari segala hal yang dapat mengganggu perkembangannya baik secara
fisiologis, psikologis maupun social. Dan hal ini berlaku bagi semua
anak tanpa pembedaan.

d. Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yakni kesempatan
berpartisipasi dalam keluarga, kebudayaan dan kehidupan social dengan
mengacu pada kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, akses
informasi dan perlunya mengembangkan ide-ide anak.

Selain diatur dalam undang-undang, Indonesia juga memiliki suatu komisi
yang didirikan untuk mengatur terkait permasalahan Hak Asasi Manusia yaitu

Komnas HAM Indonesia.

. Middle Theory
Middle Theory dalam penelitian penulis ini ialah teori perlindungan hukum.

Teori tersebut akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat
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digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti.®** Soejadi menjelaskan
bahwa keberadaan asas hukum adalah conditio sine quanon bagi norma hukum,
karena mengandung nilai-nilai moral dan etis yang mengarahkan pembentukan
hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan
kebenaran., nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang
berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yang sesuai dengan hukum yang
berlaku.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan
rasa aman, baik secarapikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai
ancaman dari pihak manapun.®®

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.®’

34Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Bandung,
Citra Aditya Bakti, HIm. 153.

35Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, et. al., 2009, Desain Industri: Perspektif
Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum, Malang, Tunggal Mandiri, HIm. 80.

36Gatjipto Rahardjo,1993, Penyelenggaran Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang
Berubah.Jurnal masalah hukum.

37 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia,Surabaya, Bina
ilmu, HIm 58.
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Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang

melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a.

Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh
pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud
untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau
batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban. Perlindungan yang
bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan,
pengarahan dan ajakan, seperti contoh sosialisasi peraturan perundang-
undangan; Penyuluhan dilakukan guna pembekalan kepada generasi anak
bangsa, dsb.

Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan
perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman
tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah
dilakukan suatu pelanggaran.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan

hukum harus memperhatikan 4 unsur :

a.

Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)

b. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit)

C.

Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
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d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).3®

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang
khusus mengenai perlindungan anak yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut diadakan
sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 yaitu: “Perlindungan anak bertujuan
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak
mulia, dan sejahtera”

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum
yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan
hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan
perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan
adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat
akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam
pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka
pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan
sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan

mewujudkan keadaan yang tata tentram. Hukum dapat melindungi hak dan

31bid. HIm 30.
3%Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan
perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum:
ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan

keadilan hukum.*°

3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
teori sistem peradilan pidana. Sistem peradilan merupakan sistem penanganan
perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan
seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan
hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem
peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan
dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum
pelaksanaan pidana.*

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses
penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan
perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum
acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan
penegakan hukum pidana in abstracto” yang akan diwujudkan dalam

penegakan hukum “in concreto”.*? Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

40Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, HIm. 43

41yesmil Anwar dan Adang, 2009, System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan
Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia), Bandung, Widya Padjadjaran.

42 Mardjono Reksodipoetro. 1994. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia:Peran Penegak
Hukum Melawan Kejahatan", dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.
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sangat mengakui adanya hak-hak setiap orang, Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:
“setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka
melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan
kesalahannya secara sah dalam sautu pengadilan dan diberikan segala jaminan
hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.

Ada beberapa asas utama yang harus diperhatikan dalam
mengoperasionalisasikan hukum pidana, sebab individu harus benar-benar
merasa terjamin bahwa mekanisme sistem peradilan pidana tidak akan
menyentuh mereka tanpa landasan hukum tertulis, yang sudah ada terlebih
dahulu (legality principle). Di samping itu, atas dasar yang dibenarkan oleh
undang-undang hukum acara pidana mengenai apa yang dinamakan asas
kegunaan (expediency principle) yang berpangkal tolak pada kepentingan
masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum (interest
of the legal order). Atas dasar ini penuntutan memperoleh legitimasinya. Asas
yang ketiga adalah asas prioritas (priority principle) yang didasarkan pada
semakin beratnya beban sistem peradilan pidana. Hal ini bisa berkaitan dengan
berbagai kategori yang sama. Perioritas ini dapat juga berkaitan dengan
pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan pada pelaku
tindak pidana.

Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan sistem peradilan pidana

dalam penegakan hukum pidana menurut Soerjono Soekanto, sebagai berikut:*3

a. Faktor hukumnya sendiri;

43 Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, HIm. 8-9.
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Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang
menerapkan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku,
diterapkan; dan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum bisa menjadi kenyataan

apabila aparat penegak hukum mengakui, menghormati dan melindungi serta

menjamin hak-hak tersangka. Sistem Peradilan Pidana Indonesia berlangsung

melalui tiga komponen dasar sistem, yaitu :

a.

Susbtansi yang merupakan hasil atau produk sistem peraturan perundang-
undangan termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan.
Dengan kata lain kultur adalah merupakan penggerak dari Sistem Peradilan

Pidana.

Adapun asas-asas dalam peradilan pidana yaitu : 44

a.

b.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)

4 Soerjono Soekanto, Op.Cit.. HIm. 12.
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c. Asas oportunitas

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim;

f. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

g. Peradilan yang bebas yang dilakukan dengan cepat dan sederhana;

h. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

I. Pelanggaran terhadap hak-hak warganegara, penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan, harus didasarkan pada undang-undang dan
dilakukan dengan surat perintah tertulis;

J. Kepada tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan
selain wajib wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang
didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya, termasuk haknya
untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.

Asas yang disebutkan diatas dibentuk untuk mencapai tujuan dalam hukum
acara pidana. Kesepuluh asas tersebut harus dikembangkan lebih lanjut dan
dijadikan pedoman bagi penegakan hukum yang benar-benar memperhatikan
dan melindungi has asasi manusia. Inilah yang kemudian akan mendasari
diperhatikan dan dilindunginya hak asasi manusia.*®

DEFINISI OPERASIONAL

Penjelasan konseptual dimuat untuk menghindari perbedaan pengertian

terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, oleh sebab itu

45 Mien Rukmini, 2003, Op.Cit, HIm.1.
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disusunlah bebebapa penjelasan konseptual dari teori - teori dan konsep - konsep

yang digunakan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum
Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan
keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. Penegakan hukum
merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum,
kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga
ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum
dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan
hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan atau kewenangannya
masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku

2. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sistem peradilan pidana anak yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara

anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan
tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan merupakan
sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau
sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga
pelaksanaan putusan hakim.

3. Tindak Pidana Anak

Tindak Pidana Anak yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dimana
anak dapat menjadi pelaku tindak pidana, korban dalam tindak pidana maupun
saksi dalam tindak pidana yang dikenal dengan istilah Anak Yang Berhadapan

dengan Hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang
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terlibat masalah hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak
yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan
tindak pidana.
4. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana.

METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau
penelitian hukum lapangan, penelitian hukum positif yang tidak tertulis
mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Prabumulih. Penelitian atas
hukum dengan mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan guna memperoleh

data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan
terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudia dikaji dari berbagai aspek
hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti. Adapun
pendekatan penelitian yang digunakan yaitu :

a. Pendekatan Perundangan (Statute Approach)
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Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh
deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai Penegakan
Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem
Peradilan Pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peter
Mahmud Marzuki menuturkan bahwa:*°

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua
Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan
Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk
mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-
Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan
Undang-Undang Dasar atau antara regulasi lainnya. Hasil dari telaah
tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis
dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut”. Digunakan
pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan
penelitian terkait isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa : 4’

46peter Mahmud Marzuki, 2005,Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, HIm. 93.
471bid, HIm 95.
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“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Pemahaman akan
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran
bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam
memecahkan isu yang dihadapi”. Pendekatan konseptual digunakan untuk
memahami  pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada

hubungannya dengan isu hukum yang diteliti oleh peneliti.

c. Pendekatan Analitis (Analitic Approach)

Peter Mahmud menjelaskan bahwa:*

“Maksud utama dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah
untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang
digunakan dalama aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus
mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum?”.

3. Lokasi Penelitian
Lokasi yang dipilih untuk tempat penelitian ini yaitu Polresta Prabumulih,
Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih, dan Pengadilan Negeri Prabumulih.
4. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.
Populasi dapat berupa himpunan orang, benda baik hidup atau mati, kejadian,

kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.*°. Penentuan

8 Jonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang,
Bayumedia, HIm. 256.

49 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
Him. 118.
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sampel dengan cara purposive sampling, yaitu sampel ditetapkan secara sengaja

oleh peneliti dengan kreteria dengan pertimbangan tertentu.>°
Kriteria dan pertimbangan penentuan sampel yaitu:

a. Berdasarkan jabatannya sebagai pejabat atau aparat penegak hukum;dan

b. Sebagai pelaku langsung dalam penelitian yaitu tersangka/terdakwa anak
yang berkonflik dengan hukum. Yaitu 10% dari jumlah anak yang
berkonflik dengan hukum di Kota Prabumulih.

Sampel yang digunakan untuk penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Hakim Anak Pengadilan Negeri Prabumulih;
b. Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih;

c. Satuan Penyidik Anak Polresta Prabumulih; dan

5. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum
Jenis dan sumber bahan-bahan hukum dari penelitian ini diperoleh dari data
primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Data Primer, bahan hukum yang berasal dari sumber yang asli dan
dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. 5
Penulis memperoleh bahan hukum langsung dari objek penelitian lapangan
dengan menggunakan metode yang telah peneliti tentukan. Data tersebut

beruapa hasil wawancara dengan aparat penegak hukum maupun

0 Usmawardi, Petunjuk Praktis Penelitian Hukum, Palembang: Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,2007, HIm. 52

S1Sulistiyowati Irianto, 2004, “Metode Penelitian Kuantitatif dalam Metodelogi Penelitian
Hukum”, Hukum dan Pembangunan, No. 2 Tahun XXXII, April-Juni, HIm. 157.
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masyarakat yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan melakukan

observasi pada lembaga yang termasuk dalam sistem peradilan pidana anak.

. Data Sekunder, adalah bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan yang

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier.

1) Bahan hukum Primer, yaitu segala dokumen dan peraturan yang
mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana;

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

¢) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4401);

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);

f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5332).

2) Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh penulis melalui
studi kepustakaan yaitu memperoleh data dokumen-dokumen resmi,
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian,
jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan kegunaan studi
kepustakaan adalah untuk menunjukan jalan pemecahan permasalahan
penelitian.>

3) Bahan hukum Tersier, segala dokumen yang berisi konsep dan
keterangan yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum

tersier yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta artikel-artikel.

6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunaka dua
cara pengumpulan data, yaitu :

a. Studi Lapangan (Field Research)

52Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Ul- Press, Jakarta, HIm.12
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Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan observasi
langsung yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk
memperoleh informasi dari informan.?

b. Studi Kepustakaan (library research)

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data
sekunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip,
mencatat buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penelitian ini.

7. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Data yang diperoleh akan di olah dan diproses dengan cara melakukan
pemeriksaan data (editing), penandaan data (coding), rekonstruksi hukum data
(reconstructing) dan sistematisasi data (systematizing). Editing yaitu
mengkoreksi apakah data yang sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan
sudah sesuai/ relevan dengan masalah. Coding yaitu memberi catatan atau tanda
yang menyatakan jenis sumber data. Reconstructing yaitu menyusun ulang data
secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan
diinterprestasikan. Systematizing yaitu menempatkan data dan kerangka

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.>*

53Abdul Kadir Muhamad, 2004, Hukum dan Penelitian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
Him. 289.
%4Ibid. HIm 126.
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8. Teknik Analisis Data Penelitian
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu
“dengan cara memaparkan, menguraikan , menjelaskan, data secara bermutu
dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan tidak tumpang tindih serta efektif
sehingga mempermudah pemahaman dan interprestasi data. > Analisis
kualitatif ini yang digunakan untuk menganalisis fenomena di lapangan
mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Kota Prabumulih).

9. Teknik Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai
dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas
perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. °® Penarikan kesimpulan
dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang
keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang

bersifat lebih khusus.®’

S1bid. HIm 127,
%6 Beni Ahmad, 2009,Metode Penelitian Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung,HIm. 93.
5’Bambang Sunggono, 2011,Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta , him.11.
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